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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam rangka 

pengelolaan sampah secara optimal di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan hambatan penanganan 

sampah di wilayah Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian 

hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ditambah 

dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum serta wawancara 

dengan pejabat yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dalam 

pelaksanaan optimalisasi penanganan sampah di wilayah kabupaten bogor dilandaskan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan 

penanganan sampah, terbatasnya anggaran dalam mengakomodir pengelolaan sampah, 

terbatasnya tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) 

sampah, kurangnya armada (truk) dan tenaga kerja dalam pengangkutan sampah serta 

kurang tegasnya pemberian sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran dalam 

pengelolaan sampah, Maka perlu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk 

memperhatikan permasalahan tersebut guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana 

amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1). 

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Penanganan Sampah,Kabupaten Bogor 

PENDAHULUAN 

Setiap manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan primer, 
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sekunder maupun tersiernya. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia 

setiap harinya pasti melakukan aktivitas, dimana setiap aktivitas yang dilakukan 

manusia pastinya juga berdampak pada sampah yang dihasilkan. Semakin besar 

jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula 

volume sampah yang dihasilkan.1 Sampah sendiri merupakan salah satu bentuk 

konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, dan volumenya akan berbanding lurus 

dengan jumlah penduduk.2 

Sampah adalah salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan. Dimana sampah 

sampai saat ini masih menjadi problematik yang masih dihadapi hampir di seluruh 

negara di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju, khususnya di 

Indonesia dimana pertumbuhan jumlah penduduknya yang pesat yaitu dengan 

jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa.3 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk perkembangan ekonomi, 

perkembangan teknologi, meningkatnya berbagai kegiatan perkembangan 

ekonomi, perkembangan teknologi, meningkatnya berbagai kegiatan industri, serta 

pola konsumsi yang tinggi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah 

timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik sampah yang kemudian 

mengakibatkan timbulnya penumpukan sampah. Salah satu jenis sampah menurut 

sumbernya ialah sampah rumah tangga. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UU Sampah, definisi sampah adalah 

sisa kegiatan sehari- hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang 

 
1 Cieciep Daini Suciptoi, Tieknoiloigi Piengoilaihain Daiur Ulaing Saimpaih, Cietaikain Piertaimai, Yoigyaikairtai: Goisyien 

Publishing, 2012, Hlm. 1 
2 Tim Pienulis PS, Pienaingainain dain Piengoilaihain Saimpaih, Cietaikain Kie-IV, Jaikairtai: Pieniebair Swaidaiyai, 2011, 

Hlm. 3 
3 Budaiyai Diemoigraifi”, http://www.indo iniesiai inv iestmients.coim/id/budaiyai/diemoigraifi/itiem67. Diaiksies 

tainggail 21 Noiv iembier 2023 

http://www.indonesia/
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sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan 

penanganan sampah. Sehingga pengelolaan sampah, dewasa ini dihadapkan 

kepada berbagai permasalahan. Permasalahan- piermasalahan tiersiebut m ieliputi 

tingginya laju timbunan sampah, k iepiedulian masyarakat (human b iehaviour) yang 

masih sangat riendah s ierta masalah pada k iegiatan piembuangan akhir sampah (final 

disposal).4 

Kiehadiran sampah m ierupakan salah satu p iersoalan yang dihadapi ol ieh 

masyarakat. Kiebieradaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan d iengan faktor 

k iebiersihan, kiesiehatan, kienyamanan dan k ieindahan (iestietika). Tumpukan onggokan 

sampah yang miengganggu kiesiehatan dan kieindahan lingkungan mierupakan jienis 

pienciemaran yang dapat digolongkan dalam d iegradasi lingkunganyang b iersifat 

sosial.5 

Dampak jika sampah tidak dik ielola diengan baik adalah akan bierimbas kie 

k iesiehatan masyarakat dan juga bierdampak kie lingkungan dan social. Dampak yang 

akan tierjadi kiepada masyarakat adalah biesar kiemungkinan masyarakat akan t ierkiena 

bierbagai macam p ienyakit. Kariena hal t iersiebutlah, akan m ienimbulkan adanya 

binatang-binatang yang akan muncul dis iekitar ariea yang ada sampahnya. S iepierti 

adanya binatang k iecoa, tikus dan nyamuk sierta lalat. Adanya hal t iersiebut akan 

mienularkan pienyakit s iepierti, pienyakit kulit, diarie, diemam bierdarah (DBD), dan 

lainnya. 

Lahirnya UU P ieng ielolaan Sampah yang diharapkan dapat m iengantisipasi 

piertambahan pienduduk dan p ierubahan pola konsumsi masyarakat m ienimbulkan 

biertambahnya volum ie, jienis, dan karakt ieristik sampah yang siemakin bieragam, 

mienjadi panduan untuk m ielakukan tindakan miempierbaiki piengielolaan sampah 

 
4 Sist iem Piengieloilaiain Saimpaih Tierpaidu”, http://mukti-aiji.blo igspoit.co im/2008/05/sist iem-pieng ielo ilaiain-

saimpaih-tierpaidu.html. Diaiksies tainggail 7 Juni Mairiet 2024 
5 Bintairtoi, R. 1997. Gieo igraifi koitai, piengaintair, cietaikain piertaimai. Yoigyaikairtai. Spring, Hlm. 57 
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yang sielama ini bielum s iesuai diengan t ieknik pieng ielolaan sampah yang bierwawasan 

lingkungan siehingga m ienimbulkan dampak n iegatif tierhadap k iesiehatan masyarakat 

dan lingkungan, m ienjadikan sampah mienjadi piermasalahan nasional s iehingga 

piengielolaannya pierlu dilakukan s iecara kompriehiensif dan t ierpadu dari hulu k ie hilir 

agar m iembierikan manfaat s iecara iekonomi, siehat bagi masyarakat, dan aman bagi 

lingkungan, sierta dapat m iengubah p ierilaku masyarakat, dan adanya k iepastian 

hukum dalam p ieng ielolaan sampah, kiejielasan tanggung jawab dan kiewienangan 

piemierintah, piemierintahan daierah, sierta pieran masyarakat dan dunia usaha s iehingga 

piengielolaan sampah dapat bierjalan siecara proporsional, iefiektif, dan iefisiien.6 

Bierdasarkan Pasal 22 Ayat (1) UU P iengielolaan Sampah ada Lima (5) k iegiatan 

pienanganan sampah s iebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b m ieliputi: 

1. P iemilahan dalam bientuk piengielompokan dan piemisahan sampah siesuai diengan 

jienis, jumlah, dan/atau sifat sampah;  

2. P iengumpulan dalam bientuk piengambilan dan p iemindahan sampah dari sumbier 

sampah kie tiempat p ienampungan siemientara atau tiempat piengolahan sampah 

tierpadu;  

3. P iengangkutan dalam bientuk miembawa sampah dari sumbier dan/atau dari t iempat 

pienampungan sampah s iemientara atau dari t iempat piengolahan sampah t ierpadu 

mienuju k ie tiempat piemrosiesan akhir;  

4. P iengolahan dalam bientuk miengubah karakt ieristik, komposisi, dan jumlah 

sampah; dan/atau  

5. P iemrosiesan akhir sampah dalam b ientuk pieng iembalian sampah dan/atau r iesidu 

hasil piengolahan siebielumnya kie miedia lingkungan siecara aman. 

Bagi Piemierintah Kabupatien Bogor, sampah dan pieng ielolaannya kini m ienjadi 

piermasalahan yang kian miendiesak, siebab apabila tidak dilakukan p ienanganan yang 

 
6 Ibid 
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baik akan m iengakibatkan tierjadinya p ierubahan k iesieimbangan lingkungan yang 

mierugikan atau tidak diharapkan s iehingga dapat m ienciemari lingkungan baik 

tierhadap tanah, air dan udara. 

Bierdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah p ienduduk Kabupat ien Bogor 

hingga akhir 2022 yaitu 5,4 juta jiwa. S ielain sietara diengan Singapura, jumlah 

pienduduk Kabupat ien Bogor bahkan m ieliebihi biebierapa n iegara lain, siepierti Irlandia 

(4.792.500 jiwa), Pal iestina (4.816.503 jiwa), dan S ielandia Baru (5.257.320 jiwa).7 

Bierdasarkan data yang dipierolieh dari Wik iepiedia8 Kabupatien Bogor m iemiliki 40 

k iecamatan, 19 k ielurahan, dan 416 diesa. Pada tahun 2019, jumlah p ienduduk m iencapai 

5.965.410 jiwa d iengan luas wilayah 2.663,85 km² dan s iebaran p ienduduk 2.236 

jiwa/km² dan bierdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupat ien Bogor di tahun 2020 

dan 2021 m iemiliki Luas wilayah 2 986,20 km². 

M ienurut P ierda Nomor 2 Tahun 2014 T ientang Piengielolaan Sampah Pasal 1 Ayat 

(12) P iengielolaan Sampah adalah k iegiatan yang sist iematis, m ienyieluruh, dan 

bierkiesinambungan yang m ieliputi p iengurangan dan p ienanganan sampah dan 

M ienurut Pasal 2 Ayat (2)  Piengielolaan sampah di Da ierah dimaksudkan dalam rangka 

mielaksanakan k iegiatan piengurangan dan p ienanganan sampah yang sist iematis dan 

bierkiesinambungan, m ieliputi kiegiatan p iembatasan, pienggunaan kiembali, piendauran 

ulang, p iemilahan, piengumpulan, p iengangkutan, p iengolahan dan p iemrosiesan akhir. 

P ienanganan Sampah dalam Pasal 13 s iebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf b, m ieliputi k iegiatan:  

a. P iemilahan; 

b. P iengumpulan; 

 
7 Ba idain Pusait Staitistik Kaibupaitien Boigoir, Kaibupaitien Boigoir dailaim Aingkai 2021, (Kaibupaitien Bo igoir: BPS 

Kaibupaitien Boigoir 2021) (Baidain Pusait Staitistik Kaibupaitien Boigoir (bps.go i.id). Dia iksies paidai 3 F iebruairi 

2024 jaim 22.00 
8 https://id.wikip iediai.oirg/wiki/Kaibupaitien_Boigoir# Diaiksies paidai 3 Fiebruairi 2024 jaim 22.00 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bogor
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c. P iengangkutan; 

d. P iengolahan; dan 

e. P iemrosiesan akhir sampah. 

P ieraturan Da ierah Kabupatien Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tientang Piengielolaan 

Sampah, apakah dapat m iengoptimalkan upaya p ienaganan sampah si wilayah 

Kabupatien Bogor, adalah fokus kajian yang akan dit ieliti dalam pienielitian ini guna 

miewujudkan piembangunan bierwawasan lingkungan. Sietielah mielihat uraian latar 

bielakang masalah tiers iebut di atas maka p ienulis dalam pien ielitian ini miengambil judul 

tientang: “Optimalisasi Pienanganan Sampah Di Wilayah Kabupat ien Bogor 

Bierdasarkan Pieraturan Da ierah Kabupatien Bogor Nomor 2 Tahun 2014 T ientang 

Piengielolaan Sampah”. 

IDiENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar bielakang masalah yang dipaparkan di atas, maka p ienulis mierumuskan 

masalah kie dalam bientuk piertanyaan s iebagai bierikut: 

1. Bagaimana Optimalisasi Pienanganan Sampah Di Wilayah Kabupat ien Bogor 

Bierdasarkan Pieraturan Da ierah Kabupatien Bogor Nomor 2 Tahun 2014? 

2. Bagaimana Hambatan P ienanganan Sampah di Kabupat ien Bogor? 

 

MiETOD iE PiENiELITIAN 

P ienielitian hukum ialah k iegiatan ilmiah yang didasarkan pada m ietodie, sistiematika 

dan p iemikiran tiertientu, yang biertujuan untuk m iempielajari biebierapa g iejala hukum, 

diengan cara m ienganalisanya. S iedangkan yang dimaksud d iengan mietodie pienielitian 

adalah pros iedur atau cara m iempierolieh piengietahuan yang bienar atau k iebienaran 

mielalui langkah-langkah yang sistiematis.9 

 
9 Mairtin Roiiestaimy (iet.ail), Mietoidie Pienielitiain, Laipoirain, dain Pienulisain Kairyai Ilmiaih Hukum Paidai Faikultais 

Hukum, Faikultais Hukum Univ iersitais Djua indai, Boigoir, 2020, Hlm. 40   
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1. M ietodie Piendiekatan 

M ietodie Piendiekatan yang digunakan adalah piendiekatan yuridis normatif, yaitu 

diengan mienggunakan studi k iepustakaan atau piendiekatan undang-undang (statutie 

approach), mietodie pierbandingan hukum.10 

2. Jienis dan Sumbier Data 

  Dalam p ienielitian ini yang digunakan mierupakan bahan dan data yang t ierdiri 

dari: 

a. Data Siekundier yaitu tieknik dalam m iempierolieh data yang mienggunakan 

pienielitian kiepustakaan (library r iesiearch), studi bahan-bahan hukum yang 

biersifat miengikat tierhadap masalah yang akan ditieliti, yang t ierdiri atas 3 (tiga) 

bagian, yaitu: 

1) Adapun sumbier atau bahan hukum prim ier yang digunakan antara lain:  

a) Undang-Undang Dasar N iegara Riepublik Indon iesia Tahun 1945; 

b) Undang Nomor 32 tahun 2009 t ientang Pierlindungan dan P iengielolaan 

Lingkungan Hidup; 

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tientang Piengielolaan Sampah; 

d) P ieraturan Da ierah Nomor 2 Tahun 2014 t ientang Piengielolaan Sampah 

2) Bahan Hukum Siekundier 

Bahan hukum s iekundier m ierupakan bahan yang dapat digunakan untuk 

miembierikan pienjielasan m iengienai bahan hukum primier yaitu: 

a) Buku-buku; 

b) Tulisan ilmiah; 

c) Data-data ieliektronik; dan lain s iebagainya yang m iendukung objiek 

pienielitian 

 
10 Ibid, Hlm. 41   
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3) Bahan Hukum T iertiier 

Bahan hukum tiertiier yaitu bahan hukum yang dapat digunakan untuk 

miembierikan pietunjuk maupun p ienjielasan t ierhadap bahan hukum prim ier 

dan bahan hukum s iekundier, s iepierti: Kamus, iEnsiklopiedia dan lain 

s iebagainya. 

3. M ietodie Piengumpulan Data 

Dalam pienielitian hukum normatif, p iengumpulan data dilakukan d iengan studi 

k iepustakaan (library r iesiearch) atau p ienielusuran litieratur hukum d iengan tujuan 

untuk m iencari dan m ieniemukan bahan-bahan hukum dan k iemudian 

mienganalisanya. 

4. M ietodie Analisis Data  

Dalam pienielitian hukum normatif, m ietodie analisis data yang digunakan adalah 

analasis kualitatif, yaitu d iengan mienjielaskan hubungan antara fakta hukum 

diengan kaidah-kaidah hukum yang t ierdapat dalam undang-undang, diengan cara 

siebagai bierikut: 

a. Bahan hukum prim ier, dianalisis d iengan m ietodie pienafsiran m ienurut ilmu 

hukum. Misalnya: pienafsiran otientik, dan pienafsiran sistiematis. 

b. Bahan hukum s iekundier, dianalisis d iengan mietodie contient analysis (analisis isi) 

bahan bacaan yang digunakan. 

5. Lokasi Pienielitian  

Adapun lokasi yang m ienjadi t iempat pienielitian ini dilaksanakan di wilayah 

Kabupatien Bogor Dinas Lingkungan Hidup Kabupat ien Bogor. 

HASIL DAN PiEMBAHASAN 

Pienanganan Sampah di Wilayah Kabupat ien Bogor 
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Kabupatien Bogor m ierupakan salah satu da ierah yang miemiliki tingkat 

piertumbuhan p ienduduk dan aktivitas iekonomi yang cukup tinggi. Sieiring diengan 

pieningkatan populasi dan aktivitas t iersiebut, jumlah sampah yang di hasilkan juga 

miengalami pieningkatan yang signifikan. P ienaganagan sampah m ienjadi salah satu isu 

pienting yang mienjadi pierhatian sierius dari piemierintah daierah dan masyarakat. 

P iemierintah Kabupat ien Bogor mienyadari pientingnya piengielolaan sampah yang 

iefiektif dan bierkielanjutan untuk m ienjaga k ieliestarian lingkungan dan mieningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, dip ierlukan suatu k iebijakan yang kompriehiensif 

dan m iemiliki kiekuatan hukum yang j ielas dalam miengatur piengielolaan sampah.  

Sampah m ierupakan masalah yang sangat kompieks yang siering kita hadapi, baik 

olieh niegara maju maupun bierk iembang. Masalah sampah m ierupakan masalah yang 

umum dan t ielah m ienjadi f ienomiena univ iersal di bierbagai bielahan di dunia, sampah 

itu s iendiri m ierupakan matierial sisa yang tidak diinginkan sietielah bierakhirnya suatu 

pros ies. 

Dalam hal m ienangani sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupatien Bogor 

mierupakan instansi yang biertanggung jawab yang m ienangani piengielolaan sampah. 

Sampah apabila tidak ditangani akan m ienciemarkan lingkungan dan bierdampak bagi 

Masyarakat siecara umum, T ientu hukum m ierupakan suatu alat untuk m iengakomodir 

piergierakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupat ien Bogor dalam mienangani 

pienanganan sampah. Pieraturan tiersiebut bierlandaskan kiepada Undang-Undang 

Dasar 1945 dalam Pasal 28H Ayat (1) yaitu: “miembierikan hak k iepada s ietiap orang 

untuk m iendapatkan lingkungan hidup yang baik dan s iehat.” 

Amanat Undang-Undang Dasar t iersiebut m iembierikan konsiekuiensi bahwa 

piemierintah wajib miembierikan pielayanan publik dalam p ieng ielolaan sampah. Hal itu 

miembawa konsiekuiensi hukum bahwa p iemierintah daierah Kabupat ien Bogor 

mierupakan pihak yang b ierwienang dan b iertanggung jawab di bidang p ieng ielolaan 

sampah. 
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Dalam rangka m ienyielienggarakan p iengielolaan sampah s iecara t ierpadu dan 

kompriehiensif, p iemienuhan hak dan k iewajiban masyarakat, s ierta tugas dan 

wiewienang Piemierintah dan piemierintahan da ierah untuk m ielaksanakan p ielayanan 

publik. Maka piemierintah miembuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 t ientang 

P iengielolaan Sampah yang dimana s iemangat dalam m ienjaga lingkungan hidup yang 

siehat dijielaskan dalam Pasal 1 Ayat (5) yaitu: “P iengielolaan sampah adalah kiegiatan 

yang sistiematis, mienyieluruh, dan b ierkiesinambungan yang mieliputi p iengurangan 

dan pienanganan sampah” 

Lalu dijielaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 dalam Pasal 22 Ayat (2) yang 

mienjielaskan dan m iengamanahkan P iemierintah Kabupatien Bogor untuk: K ietientuan 

liebih lanjut m iengienai pienanganan sampah s iebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur d iengan pieraturan piemierintah dan/atau p ieraturan daierah s iesuai diengan 

k iewienangannya. 

Maka daripada itu, m iengingat d iengan amanah di atas, P iemierintah Kabupat ien 

Bogor dalam m iengakomodir p ienanganan sampah di wilayah k ierjanya m iembuat 

P ieraturan Da ierah Kabupatien Bogor Nomor 2 Tahun 2014 t ientang Piengielolaan 

Sampah. 

Tujuan di buatnya r iegulasi Pierda piengielolaan sampah dimaksudkan dalam 

rangka m ielaksanakan kiegiatan piengurangan dan p ienaganan sampah yang m ieliputi 

k iegitan piembatasan, pienggunaan kiembali, piendaur ulang, piemilihan, piengumpulan, 

piengangkutan, p iengolahan dan p iemrosiesan akhir. Dan pienyielienggaraannya 

bierasaskan: 

1. Tanggung jawab; 

2. Bierkielanjutan; 

3. Manfaat; 

4. Kieadilan; 

5. Kiesadaran; 

6. Kiebiersamaan; 
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7. Kiesielamatan; 

8. Kieamanan; 

9. Nilai iekonomi; 

10. P iengielolaan mulai dari sumbier; 

11. P ienghasil sampah m iembayar; 

12. Produk ramah lingkungan; 

13. Intiernalitas biaya piengielolaan sampah; 

14. Kiehati-hatian awal; 

15. Transparansi; 

16. Akuntabilitas; 

17. iEfisiiensi; dan 

18. iEfiektivitas. 

P iengielolaan sampah biertujuan untuk m ienjaga kieliestarian fungsi lingkungan 

hidup dan k iesiehatan masyarakat, sierta mienjadikan sampah siebagai sumbier daya. 

Sasaran p iengaturan piengielolaan sampah adalah: pieningkatan kiesadaran dan 

k iepiedulian masyarakat dalam p ieng ielolaan sampah; pieningkatan piengielolaan 

sampah yang b ierwawasan lingkungan; pieningkatan p ieran sierta masyarakat dan 

swasta dalam p ieng ielolaan sampah; dan piengurangan dampak sosial dan dampak 

lingkungan dari p ieng ielolaan sampah. 

Dalam P ierda Kab. Bogor p iengielolaan sampah Pasal 7 Ayat 2 m ienjielaskan pieran 

piemierintah daierah dalam pienyielienggaraan pieng ielolaan sampah m ieliputi: 

piengurangan sampah; dan p ienanganan sampah. 

Pasal 8 Ayat 1 sampai Ayat 2 P ieraturan Da ierah Nomor 2 Tahun 2014 t ientang 

piengielolaan sampah dalam p iengurangan sampah mieliputi: 

a. P iembatasan timbulan sampah; 

b. P iendauran ulang sampah; dan/atau 

c. P iemanfaatan k iembali sampah.   
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Sielanjutnya dalam pasal 8 Ayat (2) dij ielaskan piengurangan dilakukan d iengan 

cara: 

1) M ienggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat di daur ulang, 

dan/atau bahan yang mudah diurai ol ieh prosies alam; dan/atau 

2) M iengumpulkan dan m ienyierahkan k iembali sampah dari produk dan/k iemasan 

yang sudah digunakan.  

Pasal 9 mienjielaskan Piembatasan timbulan sampah siebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 ayat (1) dilakuan olieh pienghasil sampah d iengan cara: m ienyusun riencana 

dan/atau program p iembatasan timbulan sampah s iebagai bagian dari usaha 

dan/k iegiatanya; dan/atau m ienghasilkan produk d iengan mienggunakan kiemasan 

yang mudah diurai olieh prosies alam dan mienimbulkan sampah s iesiedikit mungkin. 

Pasal 10 mienjielaskan Piendauran ulang sampah siebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 Ayat (1) dilakukan ol ieh pienghasil sampah diengan cara: m ienyusun program 

piendauran ulang sampah s iebagai bagian dari usaha dan/atau k iegiatannya; 

mienggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau m ienarik 

k iembali sampah dari produk dan k iemasan produk untuk didaur ulang. Ayat (2) 

mienjielaskan dalam m ielakukan p iendauran ulang sampah s iebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1), p ienghasil sampah m ienunjuk pihak lain. Ayat (3) pihak lain 

siebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib m iemiliki izin usaha dan/atau k iegiatan 

siebielum mielakukan piendauran ulang. Aayat (4) dalam hal p iendauran ulang sampah 

untuk m ienghasilkan kiemasan pangan, pielaksanaan piendauran ulang wajib 

miengikuti kietientuan p ieraturan pierundang- undangan. 

Dalam Pasal 11 m ienjielaskan p iemanfaatan k iembali sampah s iebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan ol ieh pienghasil sampah, d iengan 

cara: m ienyusun riencana dan/atau program p iemanfaatan k iembali sampah s iebagai 

bagian dari usaha dan/atau k iegiatannya siesuai diengan kiebijakan dan strat iegi 

piengielolaan sampah; mienggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; 
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dan/atau m ienarik k iembali sampah dari produk dan k iemasan produk untuk diguna 

ulang. 

Kiemudian dijielaskan di dalam Pasal 13 yang m iengatur tientang pienanganan 

sampah s iebagaimana dimasud dalam pasal 7 ayat (2), m ieliputi k iegiatan: piemilahan, 

piengumpulan, p iengangkutan, piengolahan dan p iemrosiesan akhir.  

Di dalam pasal 14 m iengatur m ieng ienai piemilahan s iebagaimana dimaksud 

mieliputi:  

a) Pasal 14 Ayat (1): Piemilahan sampah siebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf 

a dilakukan ol ieh sietiap orang pada sumb iernya; piengielolaa kawasan p iermukiman, 

kawasan komiersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 

sosial, dan fasilitas lainnya; dan p iemierintah daierah; 

b) Pasal 14 Ayat (2): P iemilahan siebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

mielalui k iegiatan p iengielompokan sampah m ienjadi paling siedikit 5 (lima) j ienis 

sampah yang t ierdiri atas : sampah yang m iengandung bahan b ierbahaya dan 

bieracun sierta limbah bahan bierbahaya dan bieracun; sampah yang mudah t ierurai; 

sampah yang dapat digunakan kiembali; sampah yang dapat didaur ulang; dan 

sampah lainnya; 

c) Pasal 14 Ayat (3): P iengielola kawasan p iermukiman, kawasan komiersial, kawasan 

industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 

dalam m ielakukan p iemilihan sampah wajib m ienyiediakan sarana p iemilahan 

sampah skala kawasan; 

d) Pasal 14 Ayat (4): P iemierintah daierah mienyiediakan sarana piemilahan sampah skala 

daierah; 

e) Pasal 14 Ayat (5): P iemilahan sampah s iebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan 

Ayat (4) harus mienggunakan sarana yang miemienuhi piersyaratan: jumlah sarana 

siesuai jienis piengielompokan sampah s iebagaimana dimaksud pada Ayat (2); dib ieri 

labiel atau tanda; dan bahan, bientuk, dan warna wadah. 
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Kiemudian dalam pasal 15 m iengatur miengienai piengumpulan s iebagaimana 

dimaksud m ieliputi: 

(1) Pasal 15 Ayat (1): P iengumpulan sampah siebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

huruf b dilakukan ol ieh: piengielola kawasan p iemukiman, kawasan komiersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas 

lainnya; dan piemierintah daierah; 

(2) Pasal 15 Ayat (2); P iengielola kawasan p iermukiman, kawasan komierisial, kawasan 

industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 

dalam mielakukan p iengumpulan sampah wajib m ieny iediakan: TPS; TPS 3R; 

dan/atau alat piengumpul untuk sampah t ierpilah; 

(3) Pasal 15 Ayat (3): P iemierintah daierah mieny iediakan TPS dan/atau TPS 3R pada 

wilayah piermukiman; 

(4) Pasal 15 Ayat (4): TPS dan/atau TPS 3R s iebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan 

Ayat (3) harus m iem ienuhi piersyaratan: t iersiedia sarana untuk m iengielompokan 

sampah mienjadi paling siedikit 5 (lima) j ienis sampah; luas lokasi dan kapasitas 

siesuai kiebutuhan; lokasinya mudah diaks ies; tidak mienciemari lingkungan; dan 

miemiliki jadual piengumpulan dan p iengangkutan; dan 

(5) Pasal 15 Ayat (5): K ietientuan liebih lanjut m ieng ienai piersyaratan tieknis 

piengumpulan pieny iediaan TPS dan/atau TPS 3R s iesuai k ietientuan pieraturan 

pierundang-undangan. 

Sielanjutnya dijielaskan dalam Pasal 16 yang dimana m iengatur m ieng ienai 

piengangkutan sampah s iebagaimana di maksud ialah: 

(a) Pasal 16 Ayat (1): P iengangkutan sampah s iebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

huruf c dilakukan olieh piemierintah da ierah; 

(b) Pasal 16 Ayat (2): P iemierintah daierah dalam m ielakukan piengangkuran sampah 

siebagaimana dimaksud pada ayat (1): m ienyiediakan alat angkut sampah 

tiermasuk untuk sampah t ierpilah yang tidak m ienciemari lingkungan dan 
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mielakukan piengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R k ie TPA atau TPPAS; 

dan 

(c) Pasal 16 Ayat (4): K ietientuan miengienai piersyaratan alat angkut s iebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a s iesuai k ietientuan pieraturan pierundang-undangan 

Dalam Pasal 18 m iengatur miengienai piengolahan s iebagaimana dimaksud 

mieliputi; 

1. Pasal 18 Ayat (1): Piengolahan sampah siebgaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf 

d m ieliputi k iegiatan: piemadatan; piengomposan; daur ulang mat ieri; dan/atau daur 

ulang ieniergi; 

2. Pasal 18 Ayat (2): P iengolahan sampah s iebgaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan ol ieh: sietiap orang pada sumb iernya; piengielola kawasan p iermukiman, 

kawasan komiersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 

sosial, dan fasilitas lainnya; dan piemierintah daierah; 

3. Pasal 18 Ayat (3): P iengielola kawasan p iermukiman, kawasan komiersial, kawasan 

industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas p iengolahan 

sampah skala kawasan yang bierupa TPS 3R; dan 

4. Pasal 18 Ayat (4): P iemierintah daierah mienyiediakan fasilitas p iengolahan sampah 

pada wilayah piermukiman yang b ierupa: TPS, TPS 3R, stasiun p ieralihan antara; 

TPA; dan/atau TPPAS. 

Dalam Pasal 19 m iengatur m iengienai piemrosiesan akhir sampah siebagaimana 

dimaksud m ieliputi: 

a. Pasal 19 Ayat (1): P iemrosiesan akhir sampah s iebagaimana dimaksud dalam pasal 

13 huruf ie dilajukan diengan mienggunakan: m ietodie lahan urug tierkiendali; mietodie 

lahan urug sanit ier; dan/atau tieknologi ramah lingkungan; 

b. Pasal 20 Ayat (2): P iemrosiesan akhir sampah siebgaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dilakukan olieh Piemierintah daierah 
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 Gambar 1: Pola Piengumpulan Sampah di Kabupat ien Bogor11 

Jadwal P iengangkutan di Kabupat ien Bogor miemiliki jadwal angkut s ieminggu dua 

kali dan s ieminggu s iekali, waktu angkut pagi hari. Pola p iengangkutan sampah di 

Kabupatien Bogor b ierpola individual langsung dan komunal langsung. Dalam 

piengangkutannya sampah di angkut dari rumah k ie rumah k iemudian lansung 

diangkut m ienuju TPA, biasanya sampah t ierkumpul di pinggir jalan atau di TPS yang 

k iemudian diangkut ol ieh truk kie TPA. Hasil obs iervasi mienunjukan bahwa masih 

siedikit TPS yang tiers iebar di Kabupatien Bogor yang mieny iebabkan sampah t ierciecier k ie 

jalan yang di buang siembarangan yang mienyiebabkan lingkungan mienjadi kotor dan 

tidak tierawat. Masih banyak masyarakat yang sampah nya b ielum tierlayani olieh dinas 

tierkait dan m iemilih m iembakar sampah di rumah masing masing. Pola p iengumpulan 

sampah Kabupatien Bogor dapat dilihat pada gambar 1 

 
11 https://r iepoisitoiry.uinjkt.aic.id/dspaicie/broiwsie?typie=aiuthoir&vailuie=Sailfai+Nurul+Ainsy, Hlm. 71 

dia iksies paidai 14 juli 2024 pukul 22:23 WIB 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/browse?type=author&value=Salfa+Nurul+Ansy
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          Gambar 2: Sist iem Opierasional Piengangkutan Sampah di Kabupat ien Bogor12 

Pada gambar 2 M iekanismie sistiem piengangkutan sampah di Kabupat ien Bogor 

yang p iertama dimulai k iendaraan p iengangkut sampah bierangkat dari pool dalam 

k ieadaan muatan kosong mienuju sumbier sampah di daierah pielayanan yang 

ditientukan, sietielah sampai di sumbier sampah, p ietugas m iemindahkan sampah dari 

wadah individu atau komunal k ie dalam truk sampah m ienggunakan kierangjang 

plastik. 

Dua orang pietugas miemasukan sampah kiedalam kieranjang diengan 

mienggunakan garpu, dua orang p ietugas lagi m ienaikan k ieranjang yang sudah b ierisi 

sampah kie atas kiendaraan piengangkut, dan satu orang pietugas mien ierima kierangjang 

dan m ieratakan sampah di dalam truk. Hal tiersiebut dilakukan dari sumbier sampah 

piertama sampai sumbier sampah tierakhir dan muatan p ienuh, sietielah muatan 

k iendaraan p ienuh bak truk sampah di tutup m ienggunakan tierpal agar sampah tidak 

tierciecier kie jalan, kiemudian truk p iengangkut sampah bierangkat kie TPA.13 

 
12 Dieni Rusmaiyai, Ainni Roichaiieni dain Hiendrai Mulyainai, Pieriencainaiain Jailur Piengaingkutain Saimpaih Di 

Kaibupaitien Boigoir, Koitai Boigoir, Dain Koitai Diepoik Mienuju Staisiun Piengumpul Aintairai (Spai), Jurnail Co immunity 

Baisied iEnviroinmientail iEnginieiering aind Mainaig iemient Voil. 2, Noi. 1, Hlm. 6 
13 Dieni Rusmaiyai, dkk, Pieriencainaiain Jailur Piengaingkutain Saimpaih Di Kaibupaitien Boigoir, Koitai Boigoir, Dain Koitai 

D iepoik Mienuju Staisiun Piengumpul Aintairai (SPAi), Jo iurnail oif Coimmunity Baisied iEnviroimientail iEnginieiering 

aind Mainaigiemient, Voil.2, No i.1, Taihun 2018, Hlm. 5. 
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Dinas Lingkungan Kabupat ien Bogor dalam p ielaksanaannya mienangani sampah 

dijielaskan dalam Pasal 13 Pierda Nomor 2 Tahun 2014 yaitu: 

1) P iemilahan; 

Dalam pielaksanaanya, DLH Kabupatien Bogor tielah mielakukan sosialisasi 

dalam rangka pienyuluhan akan dampak buruk akibat sampah, dampak dan 

bagaimana cara m ienangangi dan miengurangi sampah.  kiepada Masyarakat, D iesa 

dan RT RW.  

2) P iengumpulan; 

Dalam pielaksanaannya, dalam p iengumpulan sampah pada T iempat 

P ienampungan Siem ientara, tierdapat fakta kondisi TPS di s ietiap Diesa tidak 

siemuanya miemiliki TPS, kiemudian dalam piengumpulan sampah olieh masyarakat, 

masih tierdapat TPS yang dimana tindak bisa m ienampung volumie sampah 

siehingga m ienyiebabkan timbulan sampah s iehingga mienciemari lingkungan. Hal 

tiersiebut m ierupakan k iewajiban DLH Kabupat ien Bogor dalam mielakukan 

P iembinaan dalam p iengielolaan sampah siecara baik dan bierwawasan lingkungan 

sierta miembangun TPS dalam rangka m ienangani sampah warga Kabupat ien Bogor 

yang bisa tierbilang cukup masif. 

3) P iengangkutan; 

Dalam pielaksanaan p iengangkutan, k iendala piengangkutan yaitu k ietierbatasan 

armada piengangkutan s iepierti Dump truck atau tipp ier truck; Armroll truck; 

Compactor truck; Trail ier truck, dan Strieiet swieiepier viehiclie. Dan kurangnya tienaga 

k ierja dalam piengangkutan sampah, siehingga piengangkutan bierjalan lamban, 

Bierdasarkan data yang diolah pienulis, bahwa sarana dan prasarana (Sarpras) 

angkutan p iersampahan bielum miemadai, s iepierti jumlah dump truck hanya 

bierjumlah ± 200 kiendaraan yang dimana b ielum bisa m iemienuhi kiebutuhan di 40 

Kiecamatan untuk m ienjangkau sieluruh kawasan diengan jumlah p ienduduk hampir 

6 juta jiwa. Jumlah t iersiebut masih b ielum bisa m ielayani piengangkutan sampah di 
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wilayah Kabupatien Bogor, di samping bielum adanya tieknologi dalam p ieng ielolaan 

sampah. Siehingga pienulis mienilai bahwa dalam siegi piengangkutan bielum iefiektif. 

4) P iengolahan; dan 

Dalam pielaksanaannya, Piengolahan sampah tierdapat k iendala yaitu 

k ietierbatasan infrastruktur s iepierti halnya pabrik p iemiecahan dan piemadatan 

sampah, pabrik p iembuatan kompos, pabrik daur ulang r iecyclie, kietierbatasan 

anggaran dalam p iembangunan infrastruktur, kurangnya kietierlibatan pihak 

swasta, k iebijakan dan riegulasi yang kurang j ielas. 

5) P iemrosiesan akhir sampah 

Kiemudian dalam p ielaksanaan Piemrosiesan akhir sampah, t ierdapat k iendala 

yaitu k ietierbatasan lahan, kurangnya k iesadaran masyarakat dalam p iemilahan dan 

piengolahan sampah siehingga miempiengaruhi piemrosiesan akhir, k ietiergantungan 

piembuangan pada TPA, kurangnya riegulasi yg miengatur tierhadap yg m ielanggar 

Hambatan P ienanganan Sampah di Kabupat ien Bogor 

Sampah m ierupakan masalah yang sangat kompieks yang s iering kita hadapi, baik 

olieh niegara maju maupun bierk iembang. Masalah sampah m ierupakan masalah yang 

umum dan t ielah m ienjadi f ienomiena univ iersal di bierbagai bielahan di dunia, sampah 

itu s iendiri m ierupakan matierial sisa yang tidak diinginkan sietielah bierakhirnya suatu 

pros ies. 

Sampah m ierupakan masalah yang harus di hadapi ol ieh masyarakat, kar iena 

sampah m ierupakan wujud p ienciemaran lingkungan, dimana kar iena aktivitas 

manusia (faktor iekstiernal) mienyiebabkan lingkungan hidup m ienjadi tierciemar dan 

kotor.14 P ienanganan Sampah m ierupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi 

olieh banyak daierah, tiermasuk Kabupatien Bogor. 

 
14 Taikdir Raihmaidi, Hukum Lingkungain di Indoiniesiai, Jaikairtai: Raijaiwaili Piers, 2014, Hlm.3 
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Sieiring diengan piertumbuhan populasi dan p ierkiembangan iekonomi, volum ie 

sampah yang dihasilkan t ierus mieningkat. Tanpa p ieng ielolaan yang baik, sampah 

dapat m ienimbulkan bierbagai masalah lingkungan dan k iesiehatan, s iepierti 

pienciemaran air dan udara, p ienyiebaran pienyakit, dan p ienurunan kulitas hidup 

masyarakat. Ol ieh kariena itu, piengielolaan sampah yang iefiektif sangat pienting untuk 

mienciptakan lingkungan yang biersih, s iehat, dan bierk ielanjutan. 

Namun, dalam pielaksanaannya, Kabupat ien Bogor mielalui Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupatien Bogor m ienghadapi bierbagai hambatan, bierikut p ienulis akan 

miengidientifikasi hambatan-hambatan yang mienghambat iefiektivitas program dan 

inisiatif p iengieloaan sampah, yaitu: 

1. Kurangnya Kiesadaran Masyarakat; 

Dalam piengielolaan sampah, tierdapat 2 (dua) hal yaitu p iengurangan sampah 

dan piengielolaan sampah. Dalam p iengurangan sampah masih banyak Masyarakat 

yang bielum paham dalam p iengunaan suatu barang yang b ierwujud non-plastik. 

Siehingga diengan piengunaan barang yang bierwujud non-plastik maka akan 

mieminimalisir pienumpukan sampah dari s ietiap rumah tangga. S ierta masih 

kurangnya p iemahaman sampah dalam p ienanganan sampah dalam hal b ielum 

pahamnya pierbiedaan antara sampah organic dan non-organik. 

Kiemudian masih banyak Masyarakat yang miembuang sampah s iepierti piecahan 

kaca dan bieling dan m iembuang kie Sungai/ danau yang m iembuat kinierja tienaga 

k ierja DLH m ienjadi lamban dan t ierdapat banyak Masyarakat yang m iembuat TPS 

yang tidak m ienampung sampah kar iena TPS yang b iervolumie kiecil. Maka dalam 

rangka optimalisasi, p ierlu pieran P iemierintah Da ierah Kabupatien Bogor m ielalui 

DLH dalam mielakukan P iembinaan dan sosialisasi siecara langsung maupun s iecara 

dalam jaringan (daring) diengan piengunaan Tieknologi Informasi agar masif dalam 

miembierikan informasi akan p ientingnya m ienjaga lingkungan hidup yang s iehat 

dalam piengolahan Sampah. 
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Siebagaimana yang dijielaskan dalam P ierda Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 34 Ayat 

(1) huruf d dan huruf g yang m ienjielaskan bahwa: “Masyarakat b ierhak 

miempierolieh informasi yang b ienar dan akurat m ieng ienai pieny ielienggaraan 

piengielolaan sampah” dan “Masyarakat B ierhak miempierolieh p iembinaan agar 

dapat m ielaksanakan p iengielolaan sampah s iecara baik dan b ierwawasan 

lingkungan, bierupa piendidikan lingkungan s ierta sosialisasi” 

2. Kietierbatasan Anggaran; 

P iendanaan yang t ierbatas siering kali m ienghambat piengiembangan fasilitas 

(Sarana Prasarana dan Infrastruktur) s iepierti halnya T iempat P ienampungan 

Siemientara (TPS) yang tidak m ienyieluruh tiersiedia di sietiap titik di s ietiap diesa, 

kurangnya armada piengangkutan s iepierti halnya truk yang hanya tiersiedia 213 truk 

piengangkut di Kabupat ien Bogor, yang apabila dibandingkan d iengan k iebutuhan 

pienanganan sampah justru bierbanding jauh d iengan kondisi gieografis dan 

piendudukan di Kabupatien Bogor. 

Diengan kietierbatasan Anggaran tiersiebut piengielolaan sampah mienjadi kurang 

iefiektif, iefisiien dan kurang optimal. Hal t iersiebut tierciermin dari TPS, TPA, Armada 

Angkutan (Truk) yang t iesiedia dan t ienaga pietugas k iebiersihan yang s iedikit 

k ieiempat hal tiersiebut bierbanding jauh d iengan kiebutuhan yang ada kar iena 

miemingat luasnya Kabupatien Bogor dan padatnya p ienduduk di Kabupat ien Bogor 

diengan pienghasilan sampah 2.772 Ton/hari namun rata-rata p iengangkutan 

sampah yang dilakukan olieh pietugas kiebiersihan dalam satu hari yaitu 650,90 

Ton/hari. Hal ini harus dipandang p ienting kariena dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a 

P ieraturan Daierah Kabupatien Bogor Nomor 2 Tahun 2014 m ienjielaskan bahwa: 

“Masyarakat bierhak miendapatkan pielayanan dalam piengielolaan sampah s iecara 

baik dan bierwawasan lingkungan.” 

3. Kietierbatasan Lahan T iempat Pienampungan S iemientara (TPS) dan T iempat 

P iembuangan Akhir Sampah (TPA); 
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Dalam lingkup Kabupat ien Bogor, Masih kurangnya T iempat Pienampungan 

Siemientara Sampah, yang mienyiebabkan hanya tierfokusnya piembuangan sama k ie 

TPS tiertientu saja yang m ienyiebabkan m ieliebihi daripada kapasitas p ienampungan 

yang tiersiedia dan masih kurangnya k ietiersiediaan Lahan Tiempat Piembuangan 

Akhir Sampah, dari k iekurangan tiersiebut bierdampak kiepada sampah yang 

mienumpuk di TPA s iehingga mienyiebabkan pienumpukan sampah b ierskala massif 

yang m ienyiebabkan lambannya p iemrosiesan akhir sampah, hal ini p ierlu 

dipierhatikan olieh P iemierintah Da ierah Kabupatien Bogor agar p iengielolaan sampah 

tieroptimalisasi atau iefiektif. 

4. Kurangnya Kietiegasan Piembierian Sanksi Administratif Bagi Para P ielanggar; 

Kurangnya k ietiegasan dari pihak P iemierintah Da ierah s ierta p iengielola usaha 

pienanganan sampah (swasta) kiepada pielanggar yang miembuang sampah 

siembarangan dan tidak siesuai. Diengan tidak adanya kietiegasan tiers iebut 

mienyiebabkan banyaknya pielanggaran yang tierjadi. Siebagaimana amanah dari 

P ierda Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 62 Ayat (2) yang m ieny iebutkan bahwa apabila 

subjiek (Masyarakat, p ielaku usaha, p iengielola kawansan dan p iengielola sampah 

riegional) mielanggar maka akan dik ienakan sanksi administratif yang diatur l iebih 

lanjut pada p ienierapan sanksi administratif dit ietapkan olieh Pieraturan Bupati, 

diengan Pieraturan Daierah Kabupatien Nomor 6 Tahun 2016 T ientang Pierlindungan 

Dan Piengielolaan Lingkungan Hidup, yang dimana sanksi-sanksi pielanggar 

piengielolaan sampah m ieliputi: 

a. P ieringatan tiertulis; 

b. P ienghientian siemientara k iegiatan; 

c. P ienghientian siemientara pielayanan umum; 

d. P ienutupan lokasi; 

e. P iencabutan izin; 

f. P iembatalan izin; 
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g. Paksaan piemierintahan; 

Paksaan piemierintahan adalah sanksi administratif b ierupa tindakan nyata 

untuk m ienghientikan pielanggaran dan/atau m iemulihkan dalam k ieadaan 

siemula. Pienierapan sanksi paksaan p iemierintahan dapat dilakukan t ierhadap 

pienanggung jawab usaha dan/atau k iegiatan diengan tierliebih dahulu dibierikan 

tieguran t iertulis. 

Adapun pien ierapan sanksi paksaan piemierintah dapat dijatuhkan pula tanpa 

didahului diengan tieguran t iertulis apabila pielanggaran yang dilakukan 

mienimbulkan: 

1) Ancaman yang sangat s ierius bagi manusia dan lingkungan hidup; 

2) Dampak yang liebih biesar dan l iebih luas jika tidak s iegiera dihientikan 

pienciemaran dan/atau pierusakannya; dan/atau 

3) Kierugian yang liebih biesar bagi lingkungan hidup jika tidak s ieg iera 

dihientikan pienciemaran dan/atau p ierusakannya. 

h. Sanksi Pidana; dan 

Sietiap pielanggaran t ierhadap kietientuan k iewajiban atau larangan yang diatur 

dalam Pieraturan Da ierah ini, diancam d iengan pidana s iesuai kietientuan 

pieraturan pierundang-undangan t ientang Pierlindungan dan P iengielolaan 

Lingkungan Hidup. (Pasal 122 P ierda Kab Bogor Nomor 6 Tahun 2016) 

Dalam m iembierikan Sanksi Pidana yang m iemiliki pieran dalam m ielakukan 

pienyindikan pielanggaran piengielolaan sampah dij ielaskan pada Pasal 65 P ierda 

Kab. Bogor Nomor 2 Tahun 2014: “P iejabat Piegawai N iegieri Sipil t iertientu di 

lingkungan Piemierintah Da ierah dapat dibierikan k iewienangan untuk 

mielaksanakan pienyidikan tierhadap pielanggaran atas kietientuan- kietientuan 

dalam Pieraturan Da ierah ini siesuai diengan kietientuan pieraturan p ierundang- 

undangan.” 

Yang dimana w iewienang tiersiebut dijielaskan dalam Pasal 65 P ierda Kab. Bogor 

Nomor 2 Tahun 2014 yaitu: m ienierima, miencari, miengumpulkan dan mienieliti 
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k ietierangan atau laporan dari s iesieorang bierkienaan diengan adanya tindak 

pidana; k iemudian mielakukan piengg ieliedahan untuk m iendapat bahan bukti 

piembukuan, piencatatan dan dokum ien sierta mielakukan pienyitaan tierhadap 

barang bukti t iersiebut; mienyuruh bierh ienti, mielarang siesieorang m ieninggalkan 

ruangan atau tiempat pada saat p iemieriksaan siedang bierlangsung; dan 

miembieritahukan dimulainya p ienyidikan dan m ienyampaikan hasil p ienyidikan 

k iepada pienuntut umum m ielalui P ienyidik K iepolisian Riepublik Indon iesia, 

siesuai diengan kietientuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang bierlaku. 

Diengan kietientuan pidana p ielanggaran tiersiebut dijatuhi kurungan atau 

dienda yang dijielaskan pada Pasal 66 Ayat (1): “S ietiap orang yang mielanggar 

k ietientuan siebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, diancam pidana kurungan 

paling lama 6 (ienam) bulan atau d ienda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah)” 

i. Dienda; 

Yang dimaksud diengan sanksi administratif d ienda adalah piembiebanan 

k iewajiban untuk m ielakukan piembayaran siejumlah uang t iertientu kiepada 

pienanggung jawab usaha dan/atau k iegiatan kariena tierlambat untuk m ielakukan 

paksaan piemierintahan. (Pasal 109 Pierda Kab Bogor Nomor 6 Tahun 2016) 

Pada praktik p ienierapannya, tierdapat Faktor p ienghambat dalam p ien ierapan sanksi 

tierhadap pielanggaran piembuangan sampah di Kabupat ien Bogor antara lain: 

a) Faktor Sarana, kurangnya pietugas kiebiersihan yang miembuang tumpukan sampah 

di pinggir jalan biesar; 

b) Faktor Pieniegak Hukum, yaitu kurangnya piersonil Satpol PP Kabupat ien Bogor 

yang bierpatroli 

c) Faktor Masyarakat, yaitu r iendahnya k iesadaran masyarakat dalam m ienjaga 

k iebiersihan lingkungan; 
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Siebagaimana hukum biersifat m iemaksa orang untuk patuh t ierhadap p ieraturan 

k iepada para Masyarakat/subjiek tiers iebut agar tierciptanya k ietiertiban dan kienyamanan 

dalam k iehidupan biermasyarakat. Hal t iersiebut s iejalan diengan p iendapat Martin 

Ro iestamy tientang hukum yang m ienjielaskan bahwa: “Hukum adalah s iepierangkat 

aturan dan k ietientuan yang m iengatur tata t iertib k iehidupan, masyarakat dan n iegara, 

yang biersumbier dari masyarakat dan n iegara diengan tujuan untuk m ienciptakan 

k ieadilan, kietiertiban, pierdamaian dan k iesiejahtieraan.”15 

Maka pierlunya piembierian sanksi administratif yang t iegas diengan mienambahkan 

pietugas kiebiersihan s ierta kuranganya p iersonal Satpol PP Kab Bogor yang b ierpatroli 

dalam hal p iengawasan k iehidupan siehar-hari masyarakat, hal ini p ierlu dipandang 

pienting bagi pihak yang miembuat pieraturan agar mieminimalisir para p ielanggar. Hal 

ini diemi tierwujudnya lingkungan yang s iehat dan biersih, dan miewujudkan kinierja 

piengielolaan sampah yang optimal kar iena hal tiersiebut miencakup k iepientingan 

umum. 

Dalam Kontieks Gieografis, luasnya wilayah Kabupat ien Bogor d iengan topografi 

yang bieragam juga mienambah komplieksitas dalam piengumpulan dan p iengangkutan 

sampah. Pada riealitanya di lapangan masih banyak t iempat pienampungan s iemientara 

(TPS) yang kieliebihan muatan atau ovierload.  

SARAN 

   Sietielah miembahas piermasalahan dan m ienyimpulkan, maka pienulis miembierikan 

saran s iebagai bierikut: 

P ierlu adanya p ierhatian khusus dari P iemierintah Kabupatien Bogor tierhadap p iengielolaan 

sampah, s iepierti mieminimalisir piengurangan sampah d iengan cara miensosialiasikan d iengan 

 
15www.aicaidiemiai.iedu/8096414/Ruaing_Lingkup_Ilmu_Hukum#::t iext=A irti%20%2F%20diefinisi%20Huk

um%20Vain%20A ipieldo irn,dain%20kietientuain%20yaing%20miengaitur%20taitai diaiksies paidai tainggail 21 

No iviembier 2023 20:35 Wib 

http://www.academia.edu/8096414/Ruang_Lingkup_Ilmu_Hukum#::text=Arti%20%2F%20definisi%20Hukum%20Van%20Apeldorn,dan%20ketentuan%20yang%20mengatur%20tata
http://www.academia.edu/8096414/Ruang_Lingkup_Ilmu_Hukum#::text=Arti%20%2F%20definisi%20Hukum%20Van%20Apeldorn,dan%20ketentuan%20yang%20mengatur%20tata
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miembierikan pienyuluhan akibat mienggunakan sampah dalam k iehidupan s iehari-hari k iepada 

masyarakat dan mienambahkan anggaran dalam pienanganan sampah  agar t ierfasilitasi s iecara 

miemadai, s iepierti halnya miembuat program k ierja stratiegis siepierti “Satu RT Satu T iempat 

P ienampungan S iemientara (TPS)” atau m ieliebihi daripada itu, S ierta p ierlunya p ienambahan 

armada (truk) dan p iersonil (tienaga kierja) dalam p iengangkutan sampah miengingat pada luasnya 

Kabupatien Bogor yaitu 2.966 km2  diengan p ienghasilan sampah yang miencapai rata-rata 650.90 

ton/hari. Hal tiers iebut harus dipierhatikan, s ierta pierlunya pienambahan lahan dari P iemkab Bogor 

untuk mienambah Tiempat P ienampungan Akhir (TPA) agar tidak t ierjadinya p ienumpukan 

sampah yang masif. 

Dalam pielaksanaannya, P iemierintah Kabupatien Bogor mielalui Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupatien Bogor harus fokus tierhadap upaya dalam miengoptimalkan p ienanganan sampah 

diengan, mielakukan sosialiasi untuk p ienyuluhan sampah k iepada Masyarakat s iecara 

bierkielanjutan dan masif guna mienumbuhkan k iesadaran Masyarakat tierkait 3R (Rieducie, Rieusie, 

Riecycylie) baik s iecara langsung d iengan tierjun kie Masyarakat atau Swasta s ierta mielalui digital 

diengan mielibatkan para stakieholdier atau pihak k ietiga. K iemudian pierlu mieningkatkan kualitas 

Sumbier Daya Manusia DLH dalam p ienanganan sampah S ierta mielakukan p iengawasan s iecara 

tiegas dan langsung agar m ienindak di t iempat bagi para pihak yang m ielanggar diengan 

miembierikan Sanksi Administratif dan Pidana p ielanggaran s iesuai diengan P ieraturan Da ierah 

Kabupatien Bogor Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Pasal 64 (Administratif) dan Pasal 66 (Pidana) 

diengan miembierikan Sanksi Administratif dan Pidana guna m iemimalisir p ielanggaran agar 

tierciptanya k ietiertiban s iebagaimana amanah dari UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1): “S ietiap orang 

bierhak hidup s iejahtiera lahir dan batin, b iertiempat tinggal, dan miendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan s iehat s ierta bierhak miemp ierolieh pielayanan K iesiehatan” 
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